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ABSTRAK 

 

Akhmad Rizky Maulidi. Problematika Hierarki Ketetapan Majelis 

Permusyawarataan Rakyat Dalan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 

Skripsi, Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. Pada  Program 

Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah  UIN 

Antasari Banjarmasin, 2025. 

Kata kunci: Ketetapan MPR RI, hierarki norma, sistem ketatanegaraan, 

kekosongan hukum, judicial review, Mahkamah Konstitusi 

Penelitian ini membahas problematika hierarki Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Studi ini dilatarbelakangi oleh perubahan status MPR RI pasca amandemen UUD 

1945, yang menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan Tap MPR dalam 

hierarki norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan 

hukum Tap MPR RI sebelum dan sesudah amandemen, serta mengkaji implikasi 

masuknya Tap MPR RI ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum, khususnya teori hierarki 

norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Data diperoleh melalui studi kepustakaan 

dan dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Tap MPR RI ke dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan sejumlah permasalahan, 

antara lain kekosongan hukum terkait mekanisme pengujian Tap MPR RI yang 

berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, serta pelanggaran terhadap prinsip 

negara hukum dan potensi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konstruksi hukum yang 

memungkinkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Tap MPR RI, 

serta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperjelas 

kedudukan dan mekanisme pengujian Tap MPR RI dalam sistem hukum nasional. 

 

 

 

 

 



 

 
 

MOTTO 

 

“Semua kebenaran di dunia ini harus melewati tiga langkah. Pertama ditertawakan, 

kedua ditentang dengan kasar, dan ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan” 

-Arhur Schopenhauer 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf 

dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya 

dengan huruf Latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
tidak 

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 jim J je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 



 

 
 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

  ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ....‘... koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q ki ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m Em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ..'.. apostrof ء

 ya y ye ي

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

 

a) Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a 

 Kasrah  i i 

 Dammah  u u ــُـ



 

 
 

 

Contoh:  

 kataba -   كتب 

 fa‘ala - فعل

 żukira - ذ كر

 yażhabu -  يذهب 

 suila- سئل

 

b) Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu: 

  

Tanda dan 

Huruf 
Nama  

Gabungan 

huruf 
Nama  

 Fathah dan ya ai a dan i .... ى

 Fathah dan wau au a dan u ....و

 

Contoh: 

 kaifa -   كيف

 haula -    هول

 

c) Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama  

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ....ا  ....ى

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ...ى

 Dammah dan waw Ū u dan garis di atas ..و..و

 



 

 
 

Contoh: 

 qāla - قال

 ramā - رمي

 qīla - قيل

 yaqūl - يقول

 

d) Ta' Marbutah  

       Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1) Ta Marbutah hidup  

 Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan 

dammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta' Marbutah mati  

 Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

/h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 raudatul al-atfal    -    روضة الاطفال 

- raudatu al-atfal 

 al-Madīnah al-Munawwarah   -    المدينة المنورة

- al-Madīnatul Munawwarah 

 

e) Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

 rabbanā - ربنا

 nazzala - نزل



 

 
 

 al-birr - البر

 nu'ima - نعم

 al-hajju - الحج

           

f) Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang .ال

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qomariah. 

 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

 

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرجل

 asy-syamsu -  الشمش

 al-badi'u -  البديع

 as-sayyidatu -  السيدة

 al-qalamu -  القلم

 al-jalālu -  الجلال

 

g) Hamzah  



 

 
 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan 

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

1) Hamzah di awal: 

مرتا   - umirtu 

 akala -  اكل

2) Hamzah ditengah: 

 takhużūna - تأ خذون

 takulūna - تأ كلون

3) Hamzah di akhir: 

 syaiun -  شيء

 an-nauu -  النوء

  

h) Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. 

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, 

bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

 

Contoh: 

 .Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn -              و ان الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. 

 .Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna -                فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 

مرسها بسم الله مجرها و                  - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. 

  Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti -                 و لله على الناس حج البيت

       manistatā‘a ilaihi sabīlā. 

من الستطاع اليه سبيلا                  - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti  



 

 
 

       manistatā‘a ilaihi sabīlā. 

i) Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap  huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

 

 .Wa mā Muhammadun illā rasūl -       و ما محمد الا رسول

ي ببكة مباركاذان اول بيت و ضع للناس لل  – Inna awwala baitin wudi‘a  lin-nāsi  

      lillażī Bi Bakkata mubārakan. 

 Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi -     شهر رمضان الذي انزل فيه القران

      al-Qurānu. 

 .Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni -       ولقد راه بالفق المبين

 .Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna -        الحمدلله رب العلمين

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

digunakan. 

Contoh: 

 .Nasrum minallāhi wa fathun qarīb -      نصر من الله و فتح قريب 

 .Lillāhi al-amru jamī'an -       لله الامر جميعا 

- Lillāhil amru jamī'an. 

 .Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun -      والله بكل شيء عليم 

 

j) Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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